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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk Peningkatan Kesadaran Muzaki
Dalam Berzakat” merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab
pertanyaan tentang bagaimana sistem NPWZ dan NPWP serta bagaimana
integrasi NPWZ dan NPWP dalam peningkatan kesadaran muzaki dalam
berzakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung
kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem NPWZ dan NPWP yaitu staff IT
dan HUMAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur, Staff
pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengolahan dokumen dan hubungan
masyarakat (P2ZHUMAS) Kanwil DJP II Jawa Timur, serta muzaki yang telah
terdaftar di BAZNAS Jawa Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzaki dengan mudah untuk
mendapatkan NPWZ dari BAZNAS Jatim hanya dengan melakukan registrasi
online melalui sistem SIMBA, maka muzaki akan langsung mendapatkan NPWZ.
Namun terkait integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya pengurang penghasilan
kena pajak masih belum ada dikarenakan belum ada tindak lanjut dari pemerintah
akan masalah ini. Melihat sistem yang masih perlu dikembangkan dan butuh
waktu yang cukup lama untuk mengintegrasikan sehingga integrasi ini masih
belum dapat terlaksana. Di kalangan masyarakat luas masih banyak muzaki yang
sudah sadar zakat akan tetapi belum memanfaatkan kebijakan dari pemerintah
yakni zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sehingga integrasi NPWZ dan
NPWP ini belum bisa dikatakan dapat mempengaruhi kesadaran muzaki.
Ditambah lagi banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran muzaki.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, dengan keterbatasan
peneliti dalam menggali informasi terkait integrasi sistem maka dianjurkan untuk
penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam terkait sistem yang digunakan
pada NPWZ. Dan dianjurkan untuk menambah jumlah responden yang
diwawancarai demi menambah data agar data yang digunakan untuk penelitian
ini menjadi lebih baik.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang
muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan syariat Islam.! Pengertian itu berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Mustahiq
dibagi menjadi 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab,
gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Zakat merupakan salah satu kewajiban
yang disyariatkan Allah SWT kepada umat islam yang setara dengan
shalat, puasa, dan ibadah haji. Dimana zakat menempati rukun Islam yang
ketiga.

Zakat telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
Pada saat ini telah banyak jenis zakat modern seperti zakat perusahaan,
zakat profesi, zakat perdagangan mata uang, zakat madu dan produk
hewani, zakat investasi properti antar lain pabrik, gedung, zakat asuransi
syariah, zakat surat berharga diantaranya zakat saham, zakat obligasi,
zakat sektor modern seperti zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung

walet, ikan hias, dan masih banyak lagi. Namun masih banyak di kalangan

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1
Ayat 2.



masyarakat masih kurang dalam memahami apa itu zakat dan masih
kurang kesadaran dalam membayar zakat.?

Data dari Kementrian Agama pada tahun 2018 menyebutkan
bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 Triliun, namun pada
kenyataannya zakat masih terkumpul sebesar Rp. 6 Triliun per tahunnya
atau setara dengan 0,2% dari potensi zakat di Indonesia.? Potensi tersebut
dapat berkembang lebih pesat jika dikelola dengan profesional sehingga
dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia dan
membangun kesajahteraan umat.

Di Indonesia, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dan LAZ memiliki tugas yang sama
yaitu mengelola zakat yang telah terkumpul. Pengelolaan yang
dimaksudkan dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.*

BAZ yang dimaksud di atas yaitu Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infaq,
Sedekah (ZIS) secara nasional. BAZNAS merupakan badan resmi yang

dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun

2 Didin, Hafidhuddin, ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN, (Jakarta : GEMA
INSANI, 2002).,91

3 Nurfita K Dewi, “Sinergi Zakat dan Pajak”, dalam https://m.detik.com/news/kolom/d-
4067169/sinergi-zakat-dan-pajak yang diakses pada tanggal 11 September 2019.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.
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2001.°> Dimana BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab tentang pengelolaan zakat
kepada presiden melalui menteri agama.® BAZNAS dibagi menjadi
beberapa cabang dimana pembagiannya disesuaikan dengan tempat
kedudukan. BAZNAS dibagi menjadi BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS ditingkat provinsi dan
kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni mengelola
zakat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, BAZNAS
bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan
zakat yang berlandaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan beramal,
keadilan, kepastian hukum, terintregasi dan akuntabilitas.’

Selain BAZNAS terdapat LAZ yang juga mengelola zakat.
LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki
tugas yang sama dengan BAZNAS yakni mengelola ZIS yang meliputi
pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan. Dalam penghimpunan
zakat, BAZ dan LAZ menghimpun dana zakat dari muzakki. Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, muzakki merupakan seorang muslim atau badan usaha
yang berkewajiban menunaikan zakat.® Seorang muzakki  terkena

kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan

5> Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001
¢ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 5.

7 Anonim, “Profil BAZNAS”, dalam https://baznas.go.id/profil yang diakses pada tangal 11
September 2019.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1



https://baznas.go.id/profil

oleh syariat islam, yaitu seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal,
yang memiliki kekayaan yang telah mencapai nisab dan haul.

Dalam membayarkan zakatnya muzakki berhak memilih untuk
membayarkan zakatnya ke BAZ ataupun LAZ yang sudah dipercayai.
Untuk membayarkan zakatnya di BAZ atau LAZ muzakki harus
mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai persyaratan administrasi
dengan menyertakan berkas atau mengisi data yang perlu dipenuhi sesuai
ketentuan masing-masing lembaga. Setelah mendaftarkan diri muzakki
tersebut akan mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) merupakan kartu dengan
kode sebagai identifikasi database penyetor zakat (muzakki). NPWZ
dibuat oleh BAZ. Sedangkan di LAZ belum menerapkan NPWZ, tetapi di
LAZ hanya mengenal nomor urut muzakki untuk identifikasi database.’

NPWZ merupakan identitas diri atau personal identity (ID)
merupakan tanda pengenal muzakki yang digunakan untuk melakukan
transaksi zakat. Salah satunya yaitu pembayaran zakat via ATM, maka
muzakki harus menyertakan NPWZ. Kemudian secara otomatis muzakki
akan menerima notifikasi yang menyatakan bahwa uang zakat yang
dibayarkan telah masuk ke rekening BAZNAS, kemudian muzakki akan

mendapatkan bukti setor zakat dari BAZNAS.!°

? Lista, Staff Yatim Mandiri Pusat Surabaya, wawancara, tanggal 20 Oktober 2019.
10 Asep K Nur Zaman, “ Muzaki Dimudahkan Oleh Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat dari

BAZNAS?”, dalam https://khazanah.republika.co.id/berita/n7facp/muzaki-dimudahkan-oleh-kartu-
nomor-pokok-wajib-zakat-dari-baznas yang diakses pada tanggal 12 September 2019.
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Selain zakat yang menjadi salah satu potensi perekonomian
umat terdapat pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam
penerimaan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum.!'! Pajak dipungut oleh negara, baik itu dipungut oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.!?

Pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi Budgetair (Sumber
Keuangan Negara) yang artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun
pembangunan. Selain itu pajak memiliki fungsi Regularend (Pengatur)
yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kewajiban pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai
tujuan tertentu diluar bidang keuangan.'?

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan mengenai zakat
pengurang pajak, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 pasal 14 ayat 3 dengan dipertegas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2010 yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang

penghasilan bruto dengan ketentuan zakat tersebut dibayarkan ke

1 Siti, Resmi, PERPAJAKAN : TEORI DAN KASUS, (Jakarta : Salemba Empat, 2019)., 1.
2 1bid., 2
B3 1bid., 3



BAZ/LAZ yang disahkan oleh pemerintah.'* Tetapi masyarakat masih
banyak yang belum memahami mengenai adanya kebijakan tersebut.

Wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) akan memperolah identitas wajib pajak yaitu Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang.'> NPWP merupakan nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.'®

Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu
NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal yang
berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan
mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang
tidak mendaftarakan diri untuk mendapatkan NPWP, dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan perpajakan.!’
Salah satu prinsip perpajakan adalah kesederhanaan dalam proses

administrasi. Sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan (Peraturan

14 Sri Nurhayati, et al, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta : Salemba Empat, 2019)., 286
15 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
16 Siti, Resmi, PERPAJAKAN : TEORI DAN KASUS, (Jakarta : Salemba Empat, 2019)., 19.

7 H Prianto Budi, BUKU PINTAR PAJAK : EDISI KE 2, (Jakarta : PT Pratama Indomitra
Konsultan, 2017), 67.



MenKeu No. 182/PMK.03/2015), proses penerbitan NPWP membutuhkan
waktu paling lama sehari.!®

Berbeda dengan NPWP yang satu identitas untuk satu wajib
pajak, dalam zakat muzakki akan mendapat beberapa NPWZ di BAZNAS
setiap membayarkan zakatnya di lokasi yang berbeda.!”® Setiap muzakki
akan diberikan nomor NPWZ yang baru sesuai dengan lokasi BAZNAS
tempat muzakki membayar zakat.

Integrasi merupakan pembaharuan sistem untuk menjadi
kesatuan yang utuh. Di Indonesia, integrasi antara zakat dengan pajak
masih kurang maksimal pelaksanaannya. Minimnya sosialisasi Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat tentang zakat dapat menjadi
pengurang penghasilan bruto menjadi penyebab utamanya.’’ Masih
banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa adanya kebijakan
zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Ditambah dengan belum
adanya integrasi antara sistem zakat dan pajak yakni NPWZ dan NPWP
sehingga masih banyak masyarakat yang tidak menyetorkan bukti setor
zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Integrasi yang ingin diangkat oleh penulis pada penelitan ini
adalah pembaharuan sistem NPWZ untuk menjadi satu kesatuan yang

utuh dengan NPWP. Dengan tujuan integrasi antara NPWZ dan NPWP

18 Ibid., 77.

19 Abdul Hamid Hasan, Staff IT dan HUMAS BAZNAS JATIM, Wawancara, 10 September
2019.

20 Aries, Munandar. ¢ Optimalisasi Zakat Dan Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyaat Dalam Tinjauan
Ekonomi Berprinsip Maqasid Al-Syariah”, 2018.



yang dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk berzakat, juga

memberikan dampak untuk muzakki dalam memenuhi kewajiban berzakat

dan bernegara melalui administrasi pajak. Sehingga kelak muzakki dapat

mencantumkan bukti setor zakat pada saat pelaporan SPT tahunan

sehingga muzakki akan mendapatkan manfaat dari penerapan kebijakan

zakat sebagi pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)

Dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Untuk Peningkatan Kesadaran

Muzakki Dalam Berzakat”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat diperoleh identifikasi

masalahnya adalah sebagai berikut :

a.

b.

Kurangnya pemahaman tentang zakat

Kurangnya kesadaran membayar zakat

Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam
berzakat melalui BAZ ataupun LAZ

Kurangnya pengetahuan tentang NPWZ

Pentingnya sebuah database (big dafa) penerimaan zakat yang

dibayarkan muzakki berNPWZ



f. Integrasi zakat dengan pajak

g. Integrasi antara NPWZ dan NPWP

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemapuan penulis
dalam mengidentifikasi masalah dalam menulis maka dalam
penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah yaitu
mengevaluasi sistem informasi manajemen saat ini digunakan oleh
pengelola zakat di Indonesia, dimana sistem ini masih menerapkan
akun ganda sehingga menyebabkan sulitnya realisasi zakat sebagai
pemotong pajak yang menyebabkan masyarakat lebih memilih
membayar salah satunya saja. Output yang diharapkan adanya
evaluasi bagi pengelola sistem informasi ini agar memperbarui sistem
menjadi sistem yang bisa satu akun untuk satu muzakki dan agar bisa
diintegrasikan dengan NPWP dan akan membuat terealisasinya zakat

sebagai pemotong pajak.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah dan
batasan masalah, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini
adalah :

1. Bagaimana sistem NPWZ dalam pembayaran zakat?
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Bagaimana integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya pengurangan

pajak?

Bagaimana integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya peningkatan

kesadaran muzakki dalam berzakat?

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Peneliti dan
No Perbedaan Hasil Penelitian
Judul

1. Masnun Tahir & | Fokus Integrasi pengelolaan zakat dan pajak
Zusiana Elly terhadap dengan kebijakan dibentuknya Dirjen
Triantini sistem Pajak dan Zakat yang mana akan
“Integrasi Zakat | informasi memerankan fungsi regulator dan
Dan Pajak Di yang pengawas, sekaligus penentu kebijakan
Indonesia digunakan Orientasinya mengarahkan agar pajak
Dalam Tinjauan | agar dapat dan zakat dapat dimaksimalkan dalam
Hukum Positif | berintegrasi | membantu pengentasan kemiskinan,
Dan Hukum antar pencapaian organisasi pajak dan zakat
Islam” keduanya yang profesional dan akuntabel, serta

integrasi dan sinergi pajak dan zakat di

bawah satu payung kebijakan nasional.
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Cucu Solihah & Regualasi antara Kebijakan dalam regulasi tentang
Aji Mulyana NPWZ dengan zakat pengurang pajak penghasilan
“Pembayaran NPWP yang menunjukkan wujud format negara
Zakat Dan Pajak dikelola oleh dua hukum Pancasila, sehingga
Di Negara Hukum | tenaga bidang yang | memberi gambaran bahwa
Pancasila” berbeda agar Indonesia bukan negara agama,
meningkat-kan melainkan negara hukum Pancasila
kesadaran berzakat | yang mengakomodir hukum yang
bersumber dari hukum agama.
Hartoyo Mencakup Upaya dalam pengelolaan zakat
“Model Integrasi keduanya antara diperlukan pertimbangan tentang
Pengelolaan Zakat | perbaikan sistem model integrasi pengelolaan zakat
Antara Negara Dan | informasi dan antara negara dan masyarakat sipil.

Masyarakat Sipil”

menurunkan
egosentral dari
masing-masing

lembaga

Salah satu solusinya adalah
mengoptimalkan peran dan fungsi
LAZ dan UPZ yang berada di
bawah koordinasi, perlindungan dan

pembinaan BAZNAS.

Aris Munandar
“Optimalisasi
Zakat Dan Pajak
Bagi Kesejahteraan
Rakyat Dalam

Tinjauan Ekonomi

Sistem informasi
yang perlu di
fokuskan untuk

perbaikan

Penerapan kebijakan integrasi zakat
dan pajak akan membantu
meningkatkan penerimaan negara di
sektor pajak dan zakat apabila
diterapkan secara efektif. Jumlah

wajib pajak (WP) bertambah,




12

Berprinsip Maqasid

Al Syariah”

karena WP Muslim akan merasa
diperlakukan adil dan dapat
diketahui bahwa intergrasi zakat
dan pajak memiliki banyak
manfaat. Bertambahnya WP berarti
meningkatkan penerimaan negara

dari sektor perpajakan.

Nur Hadiyati
“Integrasi Pajak
Dan Zakat Sebagai
Sumber
Pembiayaan
Pembangunan

Nasional”

Pemfokusan pada

sistem informasi

Dengan integrasi zakat dan pajak
dapat menjadikan penambahan
sumber pembiayaan dimana
terdapat hubungan saling
melengkapi antara objek zakat dan
pajak sehingga akan meningkatkan
penerimaan negara untuk

pembangunan nasional.

Sri Kartiko Sari
“Pengaruh
Pemahaman
Muzakki Tentang
Zakat Sebagai
Pengurang
Penghasilan Kena
Pajak Terhadap

Keputusan

Output yang
dihasilkan adalah
meningkatnya
muzakki yang sadar

akan zakat

Pemahaman muzakki tentang zakat
sebagai pengurang Penghasilan
Kena Pajak bukan menjadi faktor
utama untuk keputusan muzakki
membayar zakat di LAZNAS
Surabaya, keputusan muzakki dapat
dipengaruhi oleh variabel lain di
luar penelitian. Berdasarkan

penelitian, muzakki YDSF percaya
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Muzakki Untuk bahwa dana zakat di YDSF akan
Berzakat Di YDSF dikelola dengan baik, lebih
Surabaya” terkoordinir, pendistribusiannya
merata dan lebih terprogram untuk
sentralisasi zakat agar tersalurkan
pada mustahiq dan lebih aman dan
dapat mengurangi PKP.
Siti Nurul Azizah | Integrasi zakat Pemerintah harus mempertegas
“Analisis Praktik dengan pajak untuk | kepastian hukum sehingga tidak
Zakat Sebagai kemudahan menimbulkan multi interpretasi,
Pengurang muzakki zakat tidak hanya diposisikan
Penghasilan Kena | menjalankan sebagai pengurang PKP pada PPh,

Pajak (Studi Kasus

Baznas Kota

kewajiban sebagai

wajib pajak muslim

namun dapat dijadikan sebagai

pengurang pajak langsung. Perlunya

Semarang)” sosialisasi tentang zakat dapat
dijadikan pengurang PKP sewaktu
penyuluhan SPT.

Herfita Rizki Peningkatan Tingkat kesadaran masyarakat

Hasanah kesadaran muzakki | Kecamatan Medan Baru dalam

“Analisis Tingkat dalam berzakat membayar zakat fitrah lebih tinggi

Kesadaran dibanding kesadaran masyarakat

Masyarakat dalam membayar zakat maal.

Kecamatan Medan

Baru Dalam

Faktornya adalah tingkat

pemahaman tentang zakat, tingkat
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Membayar Zakat”

kepedulian sosial, faktor respon
terhadap pengaruh membayar zakat
bagi muzakki, ketersediaan
informasi tentang zakat, serta

faktor layanan dan lokasi Lembaga

Pengelola Zakat.

9. | Ma’zumu, Tenny Tingkat Realisasinya wajib pajak orang
Badina, pemahaman akan pribadi pada 29 Kecamatan di
“Kebijakan adanya integrasi Kab.Serang yang terdaftar pada
Pengelolaan Zakat | antara zakat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Dan Dampaknya pajak masih kurang | Pratama Serang belum memberikan
Terhadap Pajak pengaruh positif dengan
Penghasilan Orang diberlakukannya kebijakan
Pribadi (Studi Pada pengelolaan zakat karena belum
Kantor Pelayanan memberikan pengaruh dalam
Pajak Pratama peningkatan jumlah wajib pajak
Serang)” orang pribadi yang menyampaikan

setoran zakat dalam laporan SPT
yang disebabkan masih rendahnya
pemanfaatan kebijakan tersebut.

10. | Sri Andriani, Fitha | Tingkat Zakat sebagai pengurang PKP

Fathya
“Zakat Sebagai

Pengurang Pajak

pemahaman adanya
integrasi zakat dan

pajak masih kurang

dinilai cukup maju namun
pelaksanaannya nampak belum

maksimal mengingat dari segi
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Penghasilan Pada sosialisasi, masyarakat banyak yang
Badan Amil Zakat™ belum mengetahuinya.

11. | Tsuroyya Nurtyas | Tingkat Penerapan zakat sebagai pengurang
Zhaputri pemahaman akan penghasilan kena pajak bagi wajib
“Zakat Sebagai adanya integrasi pajak di Kota Banjarmasin masih
Pengurang antara zakat dan belum diterapkan. Minimnya
Penghasilan Kena | pajak masih kurang | informasi membuat responden
Pajak Bagi Wajib belum terlalu paham ketentuan
Pajak Di Kota zakat dapat menjadi pengurang
Banjarmasin” PKP. Responden tidak mengetahui

bahwa zakat yang dibayarkan
melalui BAZ/LAZ yang dibentuk
dan disahkan oleh pemerintah yang
dapat dikurangkan dari penghasilan
kena pajak, sebagian besar
responden masih membayar zakat
diluar lembaga resmi pemerintah.

12. | Mirza Ahmad Integrasi zakat Para ASN DISPERINDAG sudah

“Presepsi Aparatur
Sipil Negara (Asn)
Terhadap Aturan
Pemerintah
Tentang Zakat

Sebagai Pengurang

dengan pajak untuk
kemudahan
muzakki
menjalankan
kewajiban sebagai

wajib pajak muslim

memahami tentang variabel zakat
dan pajak secara garis besar. Para
ASN DISPERINDAG mendukung
dan setuju apabila aturan
pemerintah tentang zakat sebagai

pengurang pajak penghasilan
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Pajak Penghasilan berjalan sesuai dengan aturan yang
Di Dinas ada. Dengan adanya regulasi
Perindustrian Dan tentang zakat bisa menjadi
Perdaganan pengurang PPh bisa memberikan
(Disperindag) keringanan kepada para muzaki di
Kab.Sleman nilai belum cukup maksimal
D.I.Yogyakarta pelaksanaannya mengingat

beberapa kelemahannya antara lain
dari segi sosialisasi yang belum
optimal dari BAZNAS sehingga
banyak masyarakat yang belum
mengetahui adanya regulasi
tersebut khususnya ASN
DISPERINDAG Kab. Sleman

D.I.Yogyakarta.

Dengan tabel diatas, menguraikan penelitian terdahulu yang
relevan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan
untuk mencari titik tengah dalam sistem informasi manajemen
pengelolaan zakat agar dapat berintegrasi dengan pajak sehingga akan
meningkatkan kesadaran berzakat yang berguna untuk meningkatkan
perekonomian negara dan mensejahterakan umat.

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi

manajemen dari NPWZ diintegrasikan dengan NPWP sehingga kedua
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sistem informasi keduanya dapat menjadi satu untuk kemudahan muzakki
dalam melakukan dua kewajiban yakni zakat dan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang
integrasi NPWZ dan NPWP untuk peningkatan kesadarn muzakki dalam
berzakat. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
sistem informasi manjemen dari NPWZ dan NPWP diintegrasikan yang
dapat memberikan dampak bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban
berzakat dan bernegara melalui administrasi pajak.

Pada penelitian sebelumnya hanya membahas tetang integrasi
zakat dan pajak dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, integrasi
zakat dan pajak untuk sumber pembiayaan pembangunan nasional,
pengaruh pehamahan muzakki terhadap kebijakan zakat sebagai
pengurang pajak terhadap keputusan dalam berzakat, analisis praktik
zakat sebagai pengurang pajak, analisis tingkat kesadaran masyarakat
dalam membayar zakat, kebijakan pengelolaan zakat dan dampaknya
terhadap pajak penghasilan orang pribadi, zakat sebagai pengurang pajak

penghasilan di BAZ dan di kota Banjarmasin..
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan penelitian ini diantaranya :
1. Untuk mengetahui sistem NPWZ dalam pembayaran zakat.
2. Untuk mengetahui integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya
pengurangan pajak.
3. Untuk mengetahui integrasi NPWZ dan NPWP dalam upaya

peningkatan kesadaran muzakki dalam berzakat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat menujukkan bahwa adanya
integrasi antara NPWZ dengan NPWP yang dapat memberikan
manfaat bagi muzakki utamanya sehingga memilki kesadaran dalam
berzakat.
2. Praktis
Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam perbaikan
sistem informasi yang dipakai untuk mengelola zakat, sehingga di
dapatkan maanfaat yang dapat diambil yakni mudahnya berzakat.
3. Akademik
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian

tentang integrasi NPWZ dan NPWP yang dapat meningkatkan
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kesadaran berzakat. Penelitian tentang sistem informasi pengelolaan
zakat ini baru sedikit riset yang secara spesifik fokus pada strategi
penyelesaiannya. Oleh karena itu, riset ini diharapakan mampu
menyediakan referensi baru tentang strategi penyelesaian masalah
perihal belum terealisasinya persamaan NPWZ dngan NPWP yang

dapat mempermudah dalam berzakat.

G. Definisi Operasional
1. Integrasi NPWZ dan NPWP

Integrasi adalah pembaharuan sistem untuk menjadi satu
kesatuan yang utuh. Kata integrasi berasal dari bahasa inggris
Integration yang memiliki arti keseluruhan atau kesempurnaan. Selain
itu integrasi dapat diartikan sebagai membuat suatu keseluruhan dan
menyatukan unsur tertentu.?! Dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) menerangkan bahwa kata integrasi dimaknai sebagai
pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.??

Maka dapat dikatakan bahwa integrasi NPWZ dan NPWP
adalah pembauran antara NPWZ dan NPWP dimana sistem akan
diperbarui untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari kedua sistem

tersebut.

2l Anonim,”Penegertian Integrasi Sosial”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/integrasi_sosial
yang diakses pada tanggal 06 oktober 2019.

22 Dalam https://kbbi.web.id/integrasi.html yang diakses pada tanggal 06 oktober 2019.
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Integrasi antara NPWZ dan NPWP ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi kedua sistem dan kepada pemakai kedua
sistem ini. Integrasi yang dimaksudkan adalah apabila sistem NPWZ
diperbaharui menjadi seperti sistem NPWP dan keduanya langsung
bisa dikaitkan dalam satu integrasi sistem. Sehingga jika muzakki
mencantumkan NPWZ pada pelaporan SPT maka secara otomatis
akan terlihat berapa besaran zakat yang telah dibayarkan dan langsung
dikurangkan di penghasilan kena pajak sehingga muzaki tidak perlu
lagi menghitung ulang zakatnya. Muzakki akan lebih dimudahkan
untuk melaksankan dua kewajiban yakni zakat dan pajak. Juga
memberikan dampak bagi muzakki dalam memenuhi kewajiban

berzakat dan bernegara melalui administrasi pajak.

. Kesadaran Muzakki dalam Berzakat

Kesadaran berasal dari suku kata sadar yang artinya adalah
merasa, tau, atau ingat akan keadaan yang sebenarnya. Kesadaran
adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai
dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari
dirinya sendiri tanpa harus adanya paksaan. Kesadaran merupakan
sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, pengalaman dan proses
berfikir serta jiwa seseorang.

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting

dalam pembangunan ekonomi Islam. Zakat merupakan ibadah yang
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bertujuan membersihkan harta yan mencapai nisab dan sampai pada
waktu haul (satu tahun). Muzakki adalah orang yang dikenakan
kewajiban zakat atas harta yang dimilikinya.

Kewajiban zakat tidak hanya diatur dalam Al-Qur’an dan
Hadist bahkan juga diatur dalam hukum yakni diatur dalam Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Jadi kesadaran muzakki dalam berzakat adalah suatu upaya
memahami dan mengerti bahwa seorang muslim memiliki kewajiban
membayar zakat atas harta yang dimilikinya.

Kesadaran untuk membayar zakat lahir dari konsekwensi
keimanan seseorang terhadap ajaran agama Islam yang menentukan
wajib bagi setiap muslim dan juga terhadap harta yang dimilikinya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.?

Penelitian tentang kesadaran membayar zakat pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa diantaranya adalah
Wahid, dkk (2005) yang menunjukkan hasil bahwa faktor demografi
seperti umur, status perkawinan dan pendapatan adalah signifikan
mempengaruhi pembayaran zakat penghasilan.?*

Rosyadi (2013) dengan hasil penelitian berdasarkan hasil

penguji regresi logistik ditemukan bahwa kepatuhan membayar zakat

23 Cucu Solihah, Aji Mulyana, Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila, 23.

24 Herfita Rizki Hasanah, dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, “ Analisis Tingkat Kesadaran
Masyrakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat ”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan,
No.7, Vol 3., 429.
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dipengaruhi oleh variabel komitmen terhadap ajaran Islam, orientasi
hidup yang berdimensi akhirat, presepsi terhadap keadilan zakat.?
Dalam kesadaran pajak diukur melalui pemahaman wajib
pajak atas semua ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan,, mengisi formulir pajk dengan lengkap dan jelas,
ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak
sebagai pendapatan negara, ketepatan pembayaran pajk, kewajiban

membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan.?®

H. Metode Penelitian

Data yang perlu dikumpulkan untuk menyususn penelitian

a. Data Primer : Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah sistem informasi manjemen NPWZ, sistem informasi
manajemen NPWP, daftar muzakki yang memiliki NPWZ dan

NPWP, dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran muzakki

b. Data Sekunder : Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian

ini adalah data yang diperoleh dari dokumen, artikel atau berita
atau data yang diperoleh dari sumber kedua. Data yang dibutuhkan

adalah teori-teori tingkat kesadaran muzakki, jumlah data muzakki

1. Data Yang Dikumpulkan
ini adalah sebagai berikut :
untuk berzakat.
% Ibid., 493.

26Cucu Solihah, Aji Mulyana, Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila., 22.
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di BAZNAS Jatim, teori zakat sebagai pengurang penghasilan

kena pajak.

2. Sumber Data

a.

Sumber Primer : Sumber data primer adalah sumber pertama yang
diperoleh secar langsung melalui wawancara dengan pihak Staff
Karyawan IT dan Humas BAZNAS Jatim, muzakki yang terdaftar
di BAZNAS Jatim, serta pihak Karyawan Kanwil Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Timur II bagian pelaksana seksi bimbingan
penyuluhan dan pengelolaan dokumen dan hubungan masyarakat
(P2HUMAS).

Sumber Sekunder : Sumber data sekunder adalah sumber yang
diperoleh dari web BAZNAS Jatim, web DJP dan sumber yang
diperoleh dari literatur seperti buku-buku, penelitian terdahulu

serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanan pengumpulan data, penulis melakukan

beberapa cara, diantaranya :

a.

Observasi
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian
manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat

bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga,
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penciuman, mulut dan kulit.?” Dalam hal ini peneliti akan
melakukan kunjungan lapangan ke BAZNAS Jatim dan Kanwil
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II untuk mengamati secara
langsung  bagaimana sistem NPWZ dan bagaimana
pengintegrasian dengan sistem NPWP.
Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan
diwawancarai.”®® Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti akan
mengadakan wawancara langsung kepada pihak BAZNAS Jatim
dan pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II serta
muzakki yang terdaftar disana guna mendapatkan informasi yang
dibutuhkan untuk penelitian.
Dokumentasi

Dalam pelaksanaan penelitian untuk melengkapi data-
data yang diperoleh, penulis melakukan penelitian dokumentasi
dengan berbagai literatur yang peneliti gunakan yaitu buku, jurnal,
dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan
dengan mengumpulkan data dari BAZNAS Jatim berupa data

sistem informasi dan data muzakki yang terdaftar.

27 M. Burhan Bungin, Metode Peneclitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta : PRENAMEDIA GRUP,

2013)., 142.
2 Ibid.
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4. Teknil Pengolahan Data
Tahap pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Organizing
Suatu proses dalam pengolahan data yang dipakai untuk

mengatur data yang telah didapatkan lalu diperiksa dengan cermat
sehingga akan diperoleh susunan beberapa bahan yang kemudian
akan digunakan untuk merumuskan masalah dari penelitian.
Dalam hal ini data yang sudah terhimpun oleh peneliti akan
dilakukan pengaturan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk
merumuskan masalah.

b. Editing

Peneliti akan meneliti kembali catatan data hasil

wawancara, dari segi kelengkapan jawaban dari daftar pertanyaan,
data yang ditulis mampu dibaca, kejelasan makna jawaban,
konsistensi jawaban antara satu dengan yang lainnya, dan
relevansi jawaban dengan penelitian.?® Dalam hal ini data yang
akan diambil oleh peneliti adalah data sistem informasi
manajemen dari NPWZ di BAZNAS Jatim serta data muzakki
yang memiliki NPWZ dan NPWP.

c. Analyzing
Peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh dan

dikelompokkan untuk memperoleh kesimpulan dari kebenaran

2 Soeratno, Metode penelitian, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1995)., 127-128.
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fakta yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan
masalah.>® Dalam hal ini peneliti akan menganalisis sistem
informasi manajemen dari NPWZ pada BAZNAS Jatim
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah pemaparan
secara umum dari data-data yang dihimpun berdasarkan pada
pertanyaan yang bersifat umum yang diajukan kepada pihak
BAZNAS Jatim dan pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Timur II dan menganalisis pernyataan dari partisipan kemudian
disimpulkan secara umum. Proses analisis data secara keseluruhan
melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks ataupun berupa
gambar.
Keabsahan data
Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain
digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada
penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan
sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan
penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).
Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah
penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah

sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data

30 1bid., 21
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dalam penelitian kualitatif meliputi vji, credibility, transterability,

dependability, dan contirmability (Sugiyono, 2007:270).

Agar data dalam  penelitian  kualitatif  dapat

dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji

keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1.

Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas (credibility) atau uji kepercayaan terhadap data

hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian

yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah

dilakukan.

a.

Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/
kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti
peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan,
wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun
sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan
berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin
terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul
kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin
banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data
penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah

diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke
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lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.
Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh
sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel,
maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan =~ kecermatan  atau  ketekunan  secara
berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis
peristiwa dapat dicatat atau dirckam dengan baik, sistematis.
Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara
mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah
dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.
Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan
dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil
penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan
membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan
cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam
membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat
akan semakin berkualitas.

Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam
pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian
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terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan

data, dan waktu

D

2)

3)

Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti
sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya
dimintakan kesepakatan (membercheck) dengan tiga
sumber data

Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa
melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan
teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan
data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih
lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk
memastikan data mana yang dianggap benar

Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi
hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan
data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya

dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara,
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observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang
berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,
maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai
ditemukan kepastian datanya
d. Analisis Kasus Negatif
Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data
yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang
telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau
bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan
data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan,
maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.
e. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam
laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan
perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik,
sehingga menjadi lebih dapat dipercaya
f. Mengadakan Membercheck
Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh
data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh
pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi
yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan

sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
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Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari
lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub sub pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yang meliputi beberapa sub, diantaranya
adalah tinjauan penelitian terdahulu dan beberapa teori-teori dasar. Teori-
tori dasar yang akan digunakan dan yang akan dibahaas lebih lanjut
adalah pengertian zakat, istilah-istilah yang dipakai dalam zakat,
muzakki, konsep NPWZ, pengertian pajak, tata cara perpajakan, konsep
NPWP, teori kesadaran, dan integrasi antara zakat dan pajak.

Bab IIT Hasil Penelitian dimana pada bab ini merupakan gambaran
umum tentang integrasi NPWZ dan NPWP meliputi sistem tentang
NPWZ dan NPWP, integrasi antara NPWZ dan NPWP, dan bagaimana
integrasi antara keduanya dapat mempengaruhi tingkat kesadaran
muzakki dalam melaksanakan kewajiban berzakat.

Bab IV Analisis yang mana peneliti akan memaparkan analisis
tentang integrasi antara NPWZ dan NPWP agar dapat miningkatkan
kesadaran muzakki untuk mlakukan kewajiban dalam berzakat.

Bab V Penutup yang mana terdiri dari dua sub diantaranya adalah

kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang temuan dari penelitian
yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran

berisi ~ tentang  masukan  terhadap lembaga yang  diteliti.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Zakat
1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka
yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.?! Zakat juga diartikan
al-namaa  ‘pertumbuhan  dan  perkembangan’,  al-barakatu
‘keberkahan’, ath-thaharatu ‘kesucian’. Sedangkan secara istilah,
zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang
Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada
yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Dari kedua
tinjauan secara bahasa dan istilah dapat dihubungkan bahwa harta
yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh,

berkembang, bertambah, dan suci. *2
Dalam mazhab Maliki, zakat didefinisikan dengan
mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khususyang telah

mencapai nisab (batas kuantitas wajib zakat) kepada orang-orang

yang berhak menerimanya (mustahiq) denpgan ketentuan

31 Yusuf Qardawi, HUKUM ZAKAT, (Jakarta : PT.Mitra Kertajaya Indonesia, 2010)., 34.

32 Didin Hafidhuddin, ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN, (Jakarta : GEMA
INSANI, 2002)., 7.

32
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kepemilikan penuh dan mencapai satu tahun (4awl) , bukan pertanian
dan bukan barang tambang.3?

Dalam mazhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan
menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula
sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at
karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi’i, zakat merupakan
sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh dengan cara khusus. Dan
menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan
dari harta yang khusus untuk diberikan kepada kelompok yang khusus
juga.’*

Dari pengertian berbagai mazhab terlihat jelas bahwa yang
dimaksudkan penunaian adalah penunaian hak yang wajib yang
terdapat dalam harta. Zakat juga merupakan sebagai bagian harta
tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang
yang lebih membutuhkan.?

Menurut istilah Al-Qur’an adalah kewajiban khusus dengan
memberikan sebagian kekayaan individu harta untuk amal. Adapun
istilah lain zakat merupakan kewajiban seorang muslim dengan
mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas
minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang

yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan

33 Wahbah Al Zuhayly, ZAKAT : KAJIAN BERBAGAI MAZHAB, (Bandung : PT REMAJA
ROSDAKARYA, 2008)., 83

34 Ibid., 84.
35 Ibid., 85.
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jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-
Qur’an.?®

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaann Zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang
wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat

Islam.37

2. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al-Qur’an terdapat berbagai ayat yang memuji
orang-orang yang menunaikan zakat secara bersungguh-sungguh.
Begitu sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja
meninggalkan kewajiban zakat. Karena itu khalifah Abu Bakar ash-
Shidiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi enggan
mengeluarkan zakat.*®

Kata zakat dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 28 kali dan
selalu berdamppingan dengan kata shalat. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pentingnya perintah zakat sebagi rukun Islam setelah perintah
shalat. Apabila shalat merupakan bentuk komunikasi manusia dengan

Allah SWT (habluminallah) maka zakat merupakan kewajiban atas

3¢ Nurul Huda, et al, Zakat Prespektit Mikro-Makro : Pendekatan Riset, (Jakarta : Prenadamedia
Group, 2015)., 1.

37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
38 Didin Hafidhuddin, Zakar Dalam Perckonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).,

2.
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perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia
(habluminannas).® Zakat telah dinyatakan dalam
a. Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 :

(1033, ). 2437 5 abgled Bio 2igesl 20 I8

Artinya : “Ambillah dari harta benda mereka zakat untuk
membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu.”

b. Al-Qur’an Surat Al-Baqgarah ayat 277 :

W45 palle D3 Y5 25 e 2 2 £ g Sl 1,200 el s i 20 Gy
{277 520} 05%

Artinya : “Sungguh  orang-orang yang  beriman,
mengerjakan kebaikan, melaksnaakan shalat, dan menunaikan
zakat, mereka mendapat pahal di sisi Tuhan-Nya. Tidak ad rasa
takut pada mereka dan tidak bersedih hati”

c. Al-Qur’an Surat Al-Mujadilah ayat 13 :

S e Syliall 1,25 1Kle T g wlaks 35 San (K0t o st B Rk
{13 st} o3laxs G s &1 45055 &1 a0

Artinya : “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin)
karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakuan0
pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jikakamu tidak melakukannya
dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah
shalat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-
Nya dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

3 Nurhayati, et al, Akutans dan Manajemen Zakat, (Jakarta : Salemba Empat, 2019)., 2
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d. Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 11 :

{110 3 500 3 i 520 80T i5oieg Syliall 150005 1356 00

Artiya : “jika mereka bertaubat melaksanakan shalat dan
menunaikan zakat maka (berarti mereka itu) adalah saudara-
saudaramu seagama...”

Dalam surat At-Taubah ayat 60 terbagi delapan golongan

yang berhak menerima zakat antara lain :

o3 1 i 35 Gylills U G 5 00 iy e Gl GSeally A i G
(60).3:55 32k 45 1 5 K23 20

Artinya  : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang
berhutang, untuk dijalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagi kewajiban dari Allah Maha Mengetahui, Maha
Bijaksana.”
3. Hikmah Dan Manfaat Zakat
Zakat adalah ibadah dalam hal harta yang memiliki hikmah
dan manfaat yang besar dan sangat mulia, baik bagi orang yang
berzakat (muzakki), orang yanng menerima zakat (mustahiq), harta
yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.
Hikmah dan manfaat yang dapat diambil diambil dari zakat
adalah :

a. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah

SWT.
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b. Menghilangkan sifat kikir, bakhil, rakus, materialistis,
menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusian yang tinggi,
menumbuhkan ketenangan hidup, melatih diri untuk dermawan,
sekaligus membersihkan harta yang dimiliki.

c. Hak mustahiq adalah menerima zakat, maka zakat memiliki fungsi
untuk menolong para mustahiq agar kehidupan mereka menjadi
lebih baik dan sejahterah sehingga mereka dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan layak

d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana
prasarana yang harus dimilki umat Islam, seperti sarana ibadah,
kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah
satu instrumen pemerataan pendapatan.*

f. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan

para pendosa dan pencuri.*!

4. Macam-Macam Zakat
Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting bak dalam konteks
manusia dengan Allah SWT, dengan dirinya, dengan masyarakat,

serta dengan hartanya. Seperti yang disebutkan dalam buku figh,

% Didin Hafidhuddin, ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN, (Jakarta : GEMA
INSANI, 2002)., 9

4 Ibid., 86.
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klasifikasi zakat secara umum dibagi menjadi dua macam yaitu zakat
fitrah dan zakat maal** Zakat diwajibkan atas harta berikut :
a. Zakat Fitrah atau Jiwa
Zakat fitrah merupakan sebagai zakat untuk menyucikan
diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan
Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri) kepada
yang berhak menerimanya.*?
b. Zakat Maal atau Harta
Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan
dari kekayaan atau sumber kekayan itu sendiri. Uang adalah
kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan
sumber kekayaan. Dalam figh Islam harta kekayaan yang wajib di
keluarkan zakatnya digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu :
1) Zakat Logam (Emas dan Perak)
2) Zakat Barang Tambang dan barang Temuan
3) Zakat Perdagangan
4) Zakat Tanaman dan Buah-buahan
5) Zakat Binatang ternak (unta, sapi, kambing)

6) Zakat Kontemporer

42 Eka Satria dan Dodik Siswantoro, “Analisis Faktor pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas
dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil
Zakat”, Simposium Nasional Akutansi XIX, 2016.

4 Umiarso dan Hervina, Zakat Untuk Keberkahan Umat dan Zaman, (Jakarta : Lentera Ilmu
Cedikia, 2015)., 24.
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5. Rukun Zakat
Yang menjadi rukun zakat dalah mengeluarkan sebagian
harta yang sudah mencapai nishab dengan melepaskannya atas
kepemilikan terhadapnya dan menjadikan harta tersebut sebagai milik
orang yang berhak yang melewati orang yang memiliki tugas untuk
memungut zakat.**
6. Syarat Wajib Zakat
Ketentuan ajaran Islam selalu menetapkan standar umum
pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Oleh karena
itu diberikan batasan tentang syarat wajib zakat dan syarat ketentuan
harta yang wajib dizakati, yaitu :
a. Merdeka
Zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena dia tidak
mempunyai hak milik. Menurut ulama, zakat diwajibkan atas
tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya.
b. Islam
Zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, karena zakat merupakan
ibadah mahdhah yang suci.
c. Baligh dan Berakal
Zakat tidak diambil dari anak kecil dan orang gila karena
keduanya bukan termasuk dalam ketentuan orang yang wajib

berzakat.

4 Ibid., 98
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d. Merupakan harta yang wajib dizakati
Harta dimaksudkan disini adalah uang, emas, perak, barang
tambang, barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan
buah-buahan, binatang ternak.

e. Harta telah mencapai haul (setahun)
Haul dijadikan sebagai syarat zakat, selain tanaman dan buah-
buahan. Adapun untuk keduanya zakat diwajibkan setiap
munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah
bisa dimanfaatkan meskipun belum dipanen.®

f. Hartanya Merupakan Kepemilikan penuh
Dimana kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam
kekuasaannya, harus berada di tangannya, tidak tersangkut di
dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan.

g. Dapat Berkembang
Ketentuan kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang
dikembangkan dengan sengaja dan berpotenti untuk berkembang
dan memberikan keuntungan yang dapat memberikan pemasukan.
Ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendirinya dalam
artian bertambah dan menghasilkan produksi.

h. Telah Mencapai Nisab
Zakat tidak diwajibkan atas seberapa besar kekayaan yang telah

berkembang sekalipun itu dalam jumlah kecil, tetapi dalam Islam

4 Wahbah, al Zuhayly, ZAKAT : KAJIAN BERBAGAI MAZHAB, (Bandung : PT REMAJA
ROSDAKARYA, 2008)., 98.
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memberikan ketentuan sendiri yaitu jumlah tertentu yang disebut
sebagai nisab. Ketentuan bahwa kekayaan yang wajib dizakati
harus sampai senisab telah disepakati oleh para ulama, kecuali
tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.

Lebih dari kebutuhan biasa

Dalam kebanyak kitab mereka, Ulama Hanafi menjelaskan bahwa
dengan lebih dari kebutuhan biasanya itulah seseorang disebut
kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karna
yang diperlukan adalah kebutuhan hidup yang biasa, bukan
tergolong barang yang bermewah-mewah.

Tetapi bebeapa ulama tidak mencantukan syarat ini karena
sesuatu yang menjadi kebutuhan biasa tidaklah disebut
berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang, seperti
dalam hal tempat tinggal, pakaian yang dipakai, senjata
perlengkapan, buku-buku koleksi, dan alat kerja. Yang
dimaksudkan tersebut adalah kebutuhan rutin dan tidak termasuk
dalam kekayaan yang berkembang.

Bebas dari hutang

Kepemilkan penuh yang sempurna yang dijadikan persyaratan
wajib zakat dan juga harus lebih dari kebutuhan primer dimana

pula cukup senisab yang sudah terbebas dari segala hutang. Tidak
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diwajibkan berzakat jika pemilik memiliki hutang yang dapat

menghabiskan atau mengurangi jumlah dalam senisab tersebut.*¢

7. Sasaran Zakat
Mustahik adalah orang-orang yang berhak mnrima zakat.

Berdasarkan Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa

mustahik terdiri § macam, diantaranya :

a. Fakir yaitu orang yang peghasilannya tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling
minimal sekalipun.

b. Miskin yaitu orang yanga penghasilannya hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf
yang paling minimal.

c. Amil zakat yaitu lembaga atau peroranan yang mengelola zakat.

d. Muallaf yaitu orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan iman
masih lemah.

e. Rigab (Budak) yaitu orang dengan status budak yang sedang
tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya
sendiri, maka diperlukan dana untuk usaha memerdekakannya.

f. Gharimin yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang

untuk kepentingan kebaikan.

4 Didin, Hafidhuddin, ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN, (Jakarta : GEMA
INSANI, 2002)., 22.
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g. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk
membela agama Islam.
h. Ibnu sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan

perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan.*’

8. Nomor Pokok Wajib Zakat

Untuk membayarkan zakatnya di BAZ muzakki harus
mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai persyaratan administrasi
dengan menyertakan berkas atau mengisi data yang perlu dipenuhi
sesuai ketentuan masing-masing lembaga. Setelah mendaftarkan diri
muzakki tersebut akan mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib
Zakat (NPWZ).

Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) merupakan kartu
dengan kode sebagai identifikasi database penyetor zakat (muzakki).
NPWZ dibuat oleh BAZ. Sedangkan di LAZ belum menerapkan
NPWZ, tetapi di LAZ hanya mengenal nomor urut muzakki untuk
identifikasi database.*8

NPWZ merupakan identitas diri atau personal identity (ID)
merupakan tanda pengenal muzakki yang digunakan untuk
melakukan transaksi zakat. Salah satunya yaitu pembayaran zakat via

ATM, maka muzakki harus menyertakan NPWZ. Kemudian secara

47 FORDEBI ADESY, EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, (Depok : PT RAJAGRAFINDO 2017),

hal 406

48 Lista, Staf Yatim Mandiri, Wawancara, tanggal 12 September 2019.
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otomatis muzakki akan menerima notifikasi yang menyatakan bahwa
uang zakat yang dibayarkan telah masuk ke rekening BAZNAS,
kemudian muzakki akan mendapatkan bukti setor dari BAZNAS.#
Dalam zakat muzakki akan mendapat beberapa NPWZ di
BAZNAS setiap membayarkan zakatnya di lokasi yang berbeda.>
Setiap muzakki akan diberikan nomor NPWZ yang baru sesuai
dengan lokasi BAZ tempat muzakki membayar zakat. Kode yang
dipakai untuk NPWZ diatur dalam pedoman kodifikasi pengelolaan
zakat nasional berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Amil

Zakat Nasional KEP.018/BP/BAZNAS/I1X/2012.

9. Lembaga Pengelola Zakat
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor
581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam san Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang
Pedoman Tekns Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan

bahwa Lembaga Pengelola Zakat yang ada di Indonesia adalah Badan

4 Asep K Nur Zaman, “ Muzaki Dimudahkan Oleh Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat dari
BAZNAS”, dalam https://khazanah.republika.co.id/berita/n7facp/muzaki-dimudahkan-oleh-kartu-
nomor-pokok-wajib-zakat-dari-baznas yang diakses pada tanggal 12 September 2019.

50 Abdul Hamid Hasan, Karyawan BAZNAS Jawa Timur, Wawancara, tanggal 10 September
2019.
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Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat
yang dikelola oleh swasta.!

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola
zakat memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin
kepastian dan disiplin pembayar zakat, untuk menjaga perasaan
rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung dengan
muzakki untuk menerima zakat, untuk mencapai efisien dan
efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat,
untuk memperlihtakan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintahan yang Islami.

Lembaga pengeola zakat yang dikelola oleh negara ataupun
swasta haruslah memiliki sifat :

a. Independen
Dimana lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-
orang tertentuatau lembaga lain sehingga lembaga pengelola zakat
akan lebih leluasa untuk memberikan penanggungjawaban kepada
masyarakat donatur.

b. Netral
Lembaga pengelola zakat mengelola dana masyarakat, sehingga
lembaga menjadi milik masyarakat maka dalam menjalnkan
aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan

tertentu saja.

3 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis,
(Jakarta : PRENDA MEDIA GROUP, 2010)., 306.
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Tidak Berpolitik (Praktis)
Lembaga pengelola zakat jangan sampai terjebak dalm kegiatan
politik praktis. Hal ii perlu dilakukan agar donatur dari partai lain
yakin bahwa dana itu tidak digunakn untuk kepentingan partai
politik.
Tidak Besifat Deskriminatif
Kekayaan dan kemiskinan besifat universal. Oleh karena itu dalam
menyalurkan dananya,lembaga pengelola zakat tidak boleh
mendasarkan perbedan suku atau golongan, tetapi selalu
menggunakan parameter yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun manajemen.
UU No. 38 tahun 1999 direvisi dan diganti menjadi UU
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk menata
perkembangan perzakatan Indonesia. Dalam UU telah disebutkan
bahwa yang mengelola zakat di Indonesia adalah BAZ dan LAZ.
Agar pengelolaan zakat terintegrasi lebih baik, maka UU No. 23
Tahun 2011 mengatur bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat
(LAZ) harus berbadan hukum tidak boleh lagi perorangan.
Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS
sebagai koordinator. Sehingga LAZ wajib melaporkan atas
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang
telah diaudit dan keuangan kepada BAZNAS. Dengan demikian

upaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara
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berkesinambungan. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam
satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan

kesejahteraan umat dan bangsa.>

B. Kajian Tentang Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak telah dikenal sejak zaman kerajaan di Indonesia.
Dahulu pajak dikenal dengan upeti yang diartikan sebagai pemberian
secara sukarela dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya pajak
mengalami perubahan dan memiliki sifat wajib dimana pajak bukan
lagi pembrian sukarela tetapi mnjadi pemberian yang memiliki unsur

pemaksaan.>

Rochmat Soemitro (1977) dalam bukunya yang
berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,
mndefinisikan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas
negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor
pemerintah berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (fegen prestatie) yang langsung dapat

ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum (publieke vitgeven).

52 Nurhayat, et al, Akutansi Dan Manajemen Zakat, (Jakarta : Salemba Empat, 2019)., 58-60.

33 Nurdin Hidayat, dan Dedi Purwana, PERPAJAKAN :TEORI & PRAKTIK, (Depok : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), hal 1
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Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.>*

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.>>

Adapula menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah
prestasi pemrintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan
yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat
ditunjukkan dalam hal individual, dengan tujuan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah.>®

5% Wirawan B.lyas, dan Rudy Suhartono, PERPJAKAN : PEMBAHASAN LENGKAP
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATURAN PELAKANAAN TERBARU,
(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hal 1

55 Safri Nurmatu, PENGANTAR PERPAJAKAN, (Jakarta : Granit, 2005), hal 12

36 Khoirul Hidayah, dan Mudawamah, GI/ZELING DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA :
Kajian Perundang-undangan dan Integrasi Islam, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2015), hal 7-8
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Menurut para ahli lain seperti :

. C.F.Bastable menyatakan bahwa pajak adalah a compulsory

contribution of the person or body of persons for the service of the

public powers.””

. HC Adams (1851-1921) menyatakan bahwa pajak sebagai a

contribution fiom the citizen to the support of the state.”®

. Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939) merumuskan pajak

sebagai a tax is a compulsory contribution fiom the person to the
goverment to defray the expenses incurred in the common interst

of all without reference to special benetits conferred.

. Ray M. Sommerfeld dan kawan-kawan merumuskan pajak sebagai

any nonpenal yet compulsory transfer of ressources from the
private to the public sector, levied on the basis of predetermined
criteria and and without receipt of a specific beneftit of equal
value, in order to accomplish some of a nation’s economic and

social objectives.

. James mendefinisikan pajak sebagai a compulsory levy made by

public authorities for wich nothing is received directly in return.”’

. Handcock menyebutkan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai

berikut all taxes have some features in common. They are

compulsory levy, imposed by goverment, either on income,

57 Safri Nurmatu, PENGANTAR PERPAJAKAN, (Jakarta : Granit, 2005), hal 12

8 Ibid.,

59 Haula Rosdiana, dan Edi Slamet Irianto, PENGANTAR ILMU PAJAK, (Jakarta : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), hal 3
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expenditure or capital assets, for which the taxpayer receives
nothing specific in return. The primary purpose of imposing a tax
is to raise for public purpose.®’

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, pajak adalah
kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus
disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat
prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi
sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang
inin dicapai negara.®!

Pajak memiliki karakteristik seperti pungutan pajak
dilakukan secara paksa oleh Negara, Wajib pajak tidak mendapatkan
prstasi langsung, dan hasil pungutan pajak digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara.5?

Definisi pajak oleh para ahli diatas menunjukkan bahwa
pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama, yakni masyarakat
diminta memberikan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi
untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentinga-

kepentingan bersama (umum).

% Ibid., 3

1 Yusuf Qardawi, HUKUM ZAKAT, hal 998

62 Khoirul Hidayah, dan Mudawamah, GI/ZELING DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA :
Kajian Perundang-undangan dan Integrasi Islam, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2015), hal 8
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2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak mengatur
mengenai pihak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri akan
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).5> Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap WP akan
memiliki satu NPWP.64

Orang pribadi yang memenuhi syarat subjektif dan objektif
UU No.7 tahun 1983 sttdd UU No.36 tahun 2008 (UU PPh)
mempunyai kewajiban untuk memperoleh NPWP adalah :
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yan menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja.

b. Wajib Pajak Badan.
c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

tidak melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan

6 Wirawan B.llyas, dan Rudy Suhartono, PERPJAKAN : PEMBAHASAN LENGKAP
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATURAN PELAKANAAN TERBARU,
(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013), hal 1

 Nurdin Hidayat, dan Dedi Purwana, PERPAJAKAN :TEORI & PRAKTIK, (Depok : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), hal 55
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sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).%

NPWP tidak menentukan saat dimulainya kewajiban
perpajakan karena kewajiban perpajakan dimulai pada saat adanya
kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan UU PPh.%®

UU KUP mengatur mengenai tatacara penghapusan NPWP
apabila orang pribadi sudah tidak memenuhi syarat sebagai wajib
pajak. UU KUP juga mengatur wewenang Direktur Jenderal Pajak
untuk menetapkan NPWP, serta memberikan sanksi perpajakan
terkait tidak dilaksanakannya kewajiban pendaftaran NPWP.%’

Fungsi dari NPWP adalah :

a. Mengetahui identitas pajak.

b. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.

c. Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.

d. Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.

5 Wirawan B.Ilyas, dan Rudy Suhartono, PERPJAKAN : PEMBAHASAN LENGKAP
BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ATURAN PELAKANAAN TERBARU,
(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013),6

% Tbid., 6
7 Tbid., 2
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e. Mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang

mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang

diajukan.5®

NPWP memiliki 15 digit angkat, contoh

01.234.56788.8.411.000, sampai dengan tulisan ini disusun belum

ditemukan dokumen resmi dari Dirjen Pajak mengenai pengertian

kode angka-angka yang ada dalam NPWP. Namun demikian, dalam

tulisan yang diunggah dalam situs www.pajakon-line.com diperoleh

informasi arti angka tersebut, yaitu

Tabel 2.1 Kandungan Makna di Balik Kode NPWP

Digit

Deskripsi

2 digit pertama

Merupakan identitas wajib pajak, yaitu :

01 sampai dengan 03 = wajib pajak badan

04 dan 06 = wajib pajak pengusaha
05 = wajib pajak karyawan
07, 08, dan 09 = wajib pajak orang pribadi

6 digit kedua

Merupakan nomor registrasi / urut yang diberikan

kantor puat DJP kepada KPP

1 digit ketiga

Dibrikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak
terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP

3 digit keempat

Merupakan kode KPP

3 digit terakhir

000 = wajib pajak tunggal atau pusat
001 atau kode lainnya = wajib pajak cabang ke-...

Sumber : (www.pajakon-line.com)

% Nurdin Hidayat, dan Dedi Purwana, PERPAJAKAN :TEORI & PRAKTIK, (Depok : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), hal 55
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Setelah subjek pajak dianggap memenuhipersyarata untuk
menjadi wajib pajak, selanjutnya wajib pajak mendaftarkan dri ke
kantor pajak. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP
2007 mengatur bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada
kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif dan objektif yang dimaksud disini,

sesuai dengan Undang-Undang KUP adalah :

a. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan
ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak

Penghasilan 1984 dan perubahannya

b. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang
menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk
melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya

Menteri keuangan merinci siapa saja yang memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif dan wajib memiliki NPWP

(Peraturan MenKeu No. 182/PMK.03/2015)
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Salah satu prinsip perpajakan adalah kesederhanaan dalam
proses administrasi. Sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan
(Peraturan MenKeu No. 182/PMK.03/2015), proses penerbitan
NPWP membutuhkan waktu paling lama sehari.

Gambar 2.1 Alur Penerbitan NPWP

Penerbitan : Paling lama : Setelah permohonan
NPWP 1 hari kerja diterima secara lengkap

Wajib pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri
wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dengan
mnggunakan formulir pendaftaran wajib pajak. Pendaftaran dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Secara elektronik dengan mengakses aplikasi eRegistration yang
tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di

www.pajak.go.id

b. Dengan menyampaikan permohonan secara tertulis yang
disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat tinggal atau tmpat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak melalui :

1) Datang langsung ke kantor pajak
2) Pos

3) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir


http://www.pajak.go.id/
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Prosedur detilnya diatur oleh Dirjen Pajak (Peraturan Dirjen
Pajak No. Per-20/PJ/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-Per-
20/PJ/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak No. Per-38/PJ/2013)

Permohonan pendaftaran melalui aplikasi e-registration
diangap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan
mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya dokumen yang disyaratkan
dikirim ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tmpat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Dakumen tersebut juga dapat diunggah (upload ) dalam
bentuksalinan digital (soficopy) melalui aplikasi e-Registration atau
mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang
telah ditandatangani. Agar dapat diproses oleh KPP, dokumen tersebut
harus diterima paling lambat waktu 14 hari kerja setelah penyampain
permohonan perndaftaran secara elektronik.

Ketika di klik “daftar”, WP akan diarahkan pada dua langkah
di menu berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa email
yang dimasukkan merupakan email yang masih aktif dan sering
digunakan. Email tersebut akan menjadi email yang digunakan di
formulir pendaftaran NPWP. Untuk itu Ditjen Pajak akan melakukan
verifikasi terhadap status keaktifan email tersebut melalui pengiriman

instruksi langkah berikutnya dari proses pendaftaran akun ke email WP.
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C. Kajian Tentang Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya merasa, tahu,
dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat (tahu) akan
dirinya. Sedangkan kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa,
keinsafan.®® Kesadaran adalah suatu persepsi dan pemikiran yang secara
samar-samar disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat.”

Kesadaran berarti juga keinsafan. Kesadaran atau keinsafan
merupakan suatu kehendak atau kemauan melaksanakan sesuatu yang
timbul dari hati nurani sendiri tanpa adanya sebuah paksaan dari orang
lain."! jadi, Kesadaran diri merupakan salah satu keistimewaan yang
khusus dimiliki manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Atas
dasar keistimewaan khusus inilah, upaya untuk membedah hakikat
manusia dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan menganalisa
kesadaran diri.”?

Secara umum konsep kesadaran memiliki dua komponen
pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing memiliki
fungsi penting dalam orientasi manusia dan dinamikanya.

1. FungsiJiwa
Jung mengatakan bahwa fungsi jiwa adalah sebagai unsure

rasional dan unsure irasional. Yang termasuk unsur rasional yaitu

%W J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), 1004.

"0 Rita L. Atknson, dkk, Pengantar Psikologi Edisi Ke Delapan Jilid 1 (Jakarta: Erlangga,
1983), 250.

"1 Sahroji Shalan, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Jakarta: Erlangga, 2002), 13.
72 Mukhtar Solihin dan Rosihon Anwar, Hakikat Manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 19.
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pikiran atau perasaan, sementara yang termasuk unsur irasional yaitu

pendirian atau intuisi. Pikiran dasar menilai benar atau salah, perasaan

menjadi dasar menilai menyenangkan atau kurang menyenangkan.

Pendirian atau intuisi merupakan unsur yang semata-mata

berhubungan dengan pengamatan. Pendirian pengamatan yang

disadari dan intuisi adalah sebagai pengamatan yang tidak disadari.

. Sikap Jiwa

Sikap jiwa adalah arah dari energi psikis umum atau libido
yang menjelma dalam berbagai bentuk orientasi manusia terhadap
dunianya.

Setiap orang mengadakan orientasi kepada dunia luarnya,
namun dalam cara mengadakan orientasi berbeda dari satu orang
dengan orang lain. Misalnya ada orang yang mudah bereaksi dan ada
pula yang sukar bereaksi.

Secara umum sikap jiwa manusia itu dikelompokkan
dalam dua kelompok, yaitu:

a. Kelompok manusia yang bertipe ekstrover adalah kelompok orang
yang dipengaruhi oleh dunia luar. Orientasinya tertuju ke dunia
luar. Pikiran, perasaan, dan tindakan ditentukan oleh lingkungan
sosial nonsosial.

b. Kelompok orang yang bertipe introver, yaitu kelompok orang yang

banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dirinya sendiri
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sehingga orientasinya lebih banyak tertuju ke dalam pikiran,
perasaan ataupun tindakan ditentukan oleh subjektif.
3. Persona
Persona adalah cara individu dengan sadar menampakkan diri ke

dunia luar atau lingkungan.

1. Kesadaran Membayar Zakat

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar
penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Allah selalu
menyandingkan antara zakat dengan shalat dalam beberapa ayat
Al-Qur’an dan memberikan dorongan dalam ayat-Nya kepada
kaum mukminin untuk melaksanakannya, serta ancaman siksa bagi
yang tidak menunaikannya.”

Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk
membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain
sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu haul
(satu tahun).”

Secara tegas Al-Qur’an telah menyatakan keharusan
umat Islam untuk berjalan dan berpegang teguh terhadap apa yang

telah ditetapkan Allah dalam wahyu-Nya. Artinya, solidaritas umat

73 Syaikh M. Abdul Athi Buhairi, op. cit, 85-86.
4 Nasrun Haroen, Zakat Ketentuan dan Permasalahannya (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2008), 2.
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dimulai dengan kesadaran untuk menjadikan ketetapan Allah
sebagai tuntunan hidup.”

Kewajiban zakat bukan hanya diatur dalam Al-Qur’an
dan Hadits, bahkan Undang-undang di Indonesia juga telah
memberlakukan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat
dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah
dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan
dikukuhkan oleh Pemerintah.

Jadi, kesadaran membayar zakat merupakan salah satu
upaya memahami dalam membayar zakat yang wajib dikeluarkan
dari penghasilan, karena zakat merupakan rukun Islam dan
merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi

Islam.

75 Nasrun Haroen, op. cit, hlm. 52.



BAB III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasioal Jawa Timur’®

1. Sejarah Berdirinya

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah
dilaksanaakaan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan
zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan
agama atau kepenghuluan. Kemudian perhatian pemerintah pada
pengelolaaaan zakaat baru menguat pada masa orde baru. Pad tanggal
15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan
peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan
Badan Amil Zakat, Infaaq, dan Shadagah (BAZIS) dan tentang
pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten.

Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11
ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasannya apbila zakat
dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akn mampu
menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negar.
Dari hasil kunjungan ulama ini, presiden lalu mengelurkan perintah
melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 dan ditindak lanjuti

oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur

76 Profil BAZNAAS dalam http://baznasjatim.or.id/profile/ yang diaakses pada tanggal 30 Januari

2020.
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pengelolaan zakat di Indonesiaa. Hal ini diikuti pula dengan peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung
pengelolaan zakaaat di daerah masing-masing

Merujuk dengan adanya surat edarn dari Presiden, maka
pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi
pengelola zakt tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaaqah
(BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsulidasi organisasi
baru terbentuk melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur
No.Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan
telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
pada tanggal 3 Juli 1992 bersamn dengan peringatan tahun baru
Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre
Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badn Amil Zakat,
Infaq, dan Shadqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalm
pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan
shadaaqah dari para muzaki. Keberadaan BAZIS belum mampu
mengangkat permasalahaan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah
lahirnya UU no 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melali
Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan
mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir
sebagai sebuah solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih

sejahtera.
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Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi
lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan
lahirnya Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui
dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa
pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator, dan
fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan olehbadan yang dibetuk oleh
pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat
(LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalm hal ini
Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka
memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang
dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil
Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah , dan
transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatn dan

kemakmuran umat dapat tercapai.

2. Visi Dan Misi
a. Visi
Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah yang aamanah

dan profesional.
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b. Misi

1)

2)

3)

Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah
dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan
penerangan dan pencerahankepad umat

Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat,
infaq, dan shadagah menuju kesejahteraan umat serta selalu
berupaya memberdayakan mustahiq zakat menjadi muzaki
Selalu menjunjung tinggidan berpedoman pada syari’at Islam
dalam mengimplementasikan pengumpulan dan

pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqgah.

3. Maksud Dan Tujuan

a.

Mengoptimalkan kesadran masyarakat dalam penunaian dan

pelayanan ibadah zakat

Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam

upaya mewujudkan kesejahteraan masyarkat dan keadilan sosial.

Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

4. Landasan Hukum

a.

Al-Qur’an dan Al- Hadist

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
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c. Keputusan Menteri Agama RI No.373 Taahun 2003 tentang
pelaksanan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat

d. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknik
pengelolan zakat

e. Instruksi Gubernur no.1 Tahun 2009ntentang Optimalisasi Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur

5. Susunan Pengurus
Susunan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur
adalah sebagai berikut :77
a. Dewan Pertimbangan
Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si (Gubernur Jawa Timur)
K. H. Drs. Abdusshomad Buchori (Ketua MUI Jawa Timur)
b. Komisi Pengawas
Ketua : Drs. H. A Salam Nawawi, M.Ag
Sekretaris : Drs. H. M. Syakur
Anggota : Dr. Mahmud Mustain, M.Sc
c. Badan Pelaksanaa
Ketua : Drs. H. Syaifullah Yusuf

Wakil Ketua I : Dr. H. Rasiyo, M.Si

77 Dokumen BAZNAS Jawa Timur
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Wakil Ketua II : Edi Purwinarto

Wakil Ketua III : Bawon Adityoni

Wakil Ketua IV : H. Nur Hidayat, S.Pd,

Sekretaris : Drs. H. Asyhuri

Wakil Sekretasis : Drs. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag
Bendahara : Drs. Slamet Hariyono, M.Si

Wakil Bendahara : H.Soedarto
Koordinator Bidang Pengumpulan : Asyik Ismoyo
Anggota Bidang Pengumpulan

KH. Abdurrahman Nafis, Lc

Drs. H. Abi Kusno, Mm

H. Najib Hamid, M.Si
Koordinator Bidang Pengembangan : Bambang
Anggota Bidang Pengembangan : Drs. H. Syamsul Anam
Koordinator Bidang Pendistribusian : Drs. Moh. Isa

Anggota Bidang Pendistribusian : H. Syamsul Arifin, S.Ag

. Karyawan Badan Amil Zakat Jawa Timur

Kepala Kantor : Meirza Rachman D.R, S.E
Kabag Keuangan : Dwindayatie, S.E

Staf Adm. Keuangan : Endang

Staf Adm. dan Rumah Tangga : Robby Cahyadi

Staf IT dan HUMAS : Abdul Hamid Hasan

Afif Amrullah



Kabag Pendistribusian

Staf Div. Pendistribusian

Bidang Ekonomi

Kabag Pengumpulan

Staf Pengumpulan

Koordinator Pengembangan

Staf Pengembangan

: Chandra Asmara, S.E

: Tatok

Dedy Eko F

Sulaiman

: Syuron Dosi

Yoyok

Rismiati

: Kholik, A.Md

: Sugeng

Makhrus

: Syafrizal Kurniawan

: Fajar Cahyono

Siswi Mei

67
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6. Struktur Organisasi
Gambar 3.1

Struktur Organisasi BAZNAS JATIM

Dewan Badan Komisi Pengawas
pertimbangan Pelaksana i
v Ketua
Bendahara Wakil Ketua Dewan ¢
Wakil Wakil Ketua | Pengembanga Sekretaris
Wakil Ketua Il ¢
Wakil Ketua Il
Anggota
Kantor

Ketua Harian

v

Ketua Kantor

v

Wakil Ketua

v v v v

Kabag Kabag Pengembangan Kabag Kabag
Pengumpulan dan dakwah Pendistribusian Keuangan

v v v v

Staff Staff Staff Staff




B. Sistem Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)

NPWZ merupakan identitas diri seorang muzaki yang
didapatkan melalui registrasi di BAZNAS. Cara untuk mendapatkan
NPWZ sangat mudah. Registrasi untuk mendapatkan NPWZ dilakukan

melalui online dengan mengakses SIMBA pada web simba.baznas.go.id.

Alur untuk mendapatkan NPWZ yakni : 78

REGISTRASI

MENGISI DATA DIRI

A\ 4

Untuk alur yang lebih rinci muzaki dapat langsung

Gambar 3.2 Alur Pendaftaran NPWZ

\4

CETAK KARTU

melakukan registrasi dengan melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Tampilan beranda web simba.baznas.go.id

Gambar 3.3 Tampilan Beranda Laman simba.baznas.go.id

78 Abdul Hamid Hasan, Staff IT dan HUMAS BAZNAS JATIM, Wawancara, 6 Januari 2020.
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2. Pilih menu AKTIVITAS, lalu pilih ADMINISTRASI, pilih MUZAKI,

dan kemudian pilih menu REGISTRASI.

< >x__x___>

Gambar 3.4 Gambar Alur Ragistrasi
3. Akan muncul tampilan seperti ini. Isikan data sesuai dengan kartu

identitas.

00
(

Gambar 3.5 Tampilan Pengisian Data Diri
Keterangan :
Data diri yang perlu diisikan untuk pendaftaran adalah

Nama, NPWP, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin,
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Pekerjaan, NIP, UPZ, Zakat Perbulan, Keterangan Tambahan jika
ada, Alamat rumah, Alamat Kantor, Telepon, Handphone, Email.
Tanda bintang merah (*) menandakan kolom tersebut wajib
diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong.
4. Setelah mengisi data muzaki, pilih tombol SIMPAN dan akan muncul

pop up menu seperti gambar dibawah ini

Gambar 3.6 Pop Up Menu Setelah Berhasil Mendaftar
Keterangan :
a. Tekan tambah jika ingin kembali untuk registrasi muzaki lain
b. Tekan selesai jika ingin melihat daftar muzaki
5. Akan muncul tampilan seoperti pada gambar dibawah ini. Jika ingin

mencetak kartu NPWZ, maka pilih tombol cetak NPWZ

>

Gambar 3.7 Gambar Tampilan Daftar Muzaki Yang Sudah Terekap
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6. Maka akan muncul pop up menu seperti gambar di bawah ini

Gambar 3.8 Gambar Pop Up Menu

Approving Muzai.. Suses Setelah Berhasil Mencetak NPWZ

7. Maka secara otomatis NPWZ muzaki sudah tercetak

-

Gambar 3.9 Gambar Tampilan NPWZ Yang Siap Di Cetak
8. Jika ingin melihat perincian data muzaki, pilih Nama Muzaki yang
sudah terdaftar, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah

ini

>

DEVINA HILDA TATIANA HE"

REG DATE REG NO NPWZ NPWP NIK
14/03/2020 R897720010007186 997720010006776 0000054449882687
TEMPAT LAHIR ALAMAT PEKERJAAN
DS.KEMANTREN RT 08 RW 02
TANGGAL LAHIR nIp
00/00/0000 TELEPON

ALAMAT KANTOR
IENIS KELAMIN HANDPHONE

Wanita 08992174025
EMAIL SUBSCRIPTION EMAIL ;»“K;\T
Subscribed o
ALAMAT KORESPONDENSI
INFAK
Rp. 0
KETERANGAN

Gambar 3.10 Gambar Perincian Data Yang Sudah Terekap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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9. lJika ingin melihat tampilan dan ingin langsung dicetak, pilih tombol

print, maka akan keluar tampilan seperti gambar dibawah ini

O

Gambar 3.11 Gambar NPWZ Yang Siap Di Cetak Menjadi Kartu NPWZ

C. Sistem Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor ID yang
diberikan kepada wajib pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal diri
dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang sudah memenuhi syarat dapat melakukan
pendaftaran untuk mendapatkan NPWP. Syarat dan ketentuan dalam
mendapatkan NPWP telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada BAB II pasal 2 ayat 1.7

Pendafataran NPWP dapat dilakukan secara online melalui

laman DJP di www.pajak.go.id dengan menggunakan akun pribadi yang

sudah terdaftar. Apabila wajib pajak belum memiliki akun maka terlebih
dahulu melakukan registrasi akun. Registrasi akun dapat dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut :

7 Erric Mahendra, Staff karyawan P2HUMAS DJP JATIM II, Wawancara, 9 Januari 2020.
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1. Kita dapat mengakses laman DJP di atas, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut. Jika kita belum memiliki akun maka pilih tombol

“Atau Belum Punya NPWP?”

Gambar 3.12 Tampilan Beranda Laman djp.go.id
2. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Pilih tombol “Belum

Punya Akun” dan klik tombol “Daftar”

Gambar 3.13 Tampilan Untuk Mendaftar Akun Pembuatan NPWP
3. Setelah pilih tombol daftar, maka tampilan akan berubah menjadi
seperti gambar dibawabh ini. Isi data yang diperlukan dan pilih tombol

“Daftar”
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-

Gambar 3.14 Tampilan Langka 1 Pendaftaran Akun

4. Akan muncul pop up menu seperti dibawah ini. Pilih tombol TUTUP.

Gambar 3.15 Tampilan Pemberitahuan Konfirmasi Email
5. Chek email pribadi untuk melakukan langkah selanjutnya dengan

memilih tombol “Link Verifikasi”

Gambar 3.16 Tampilan Email Untuk Mendapatkan Link Verifikasi
6. Akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Isi data yang
diminta, lalu klik tombol “Daftar”
Gambar 3.17
Tampilan Langkah 2

Pendaftaran Akun
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7. Akan muncul pop up menu seperti gambar di bawah ini
Gambar 3.18 Tampilan Konfirmasi
Email

8. Chek email pribadi dan pilih tombol "Link Aktifasi”

Gambar 3.19 Tampilan Email Untuk Mendapatkan Link Aktifasi
9. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti pada gambar dibawah

ini. Isi data sesuai dengan yang di minta.

el >

Gambar 3.20 Tampilan Pendaftaran NPWP Dengan Mengisi Data

Diri Sesuai Data Yang Diminta
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Pastikan sebelum mendaftarkan diri untuk mendapatkan
NPWP, WP harus menyiapkan dokumen persyaratan yang telah
ditentukan. Kemudian lakukan secara online seperti yang telah
dipaparkan diatas.

Disaat mengisi data pekerjaan dan domisili, apabila bagi yang
belum bekerja bisa digantikan dengan tujuan mendapatkan NPWP. Lalu
isi bagian kolom pekerjaan dengan “karyawan swasta’ agar proses bisa
dilanjutkan. Isi alamat tinggal atau domisili sesuai KTP dan alamat usaha
untuk memudahkan proses. Kemudian klik tombol “Submit”. Periksa
email pribadi yang berisikan nomor transaksi dari Dirjen Pajak. Log in
kembali menggunakan email pribadi dan lihat informasi Kantor Pajak
Pratama (KPP) terdekat yang akan menerbitkan NPWP.

Selanjutnya wajib pajak menunggu aplikasi permohonan.
Apakah permohonan NPWP yang telah diajukan oleh WP diterima atau
ditolak. Untuk mengetahui keputusan diterima atau ditolak dapat di lihat
melalui email atau riwayat pendaftaran aplikasi e-registration. Kartu
NPWP akan dikirimkan ke alamat WP dalam waktu kurang lebih 14 hari.
Setelah dinyatakan diterima, maka wp dapat mengambil kartu NPWP
dengan mencetak email pemberitahuan dan dibawah ke KPP terdekat

untuk dicetak dalam bentuk kartu.3°

80 Erric Mahendra, Staff Karyawan P2ZHUMAS DJP JATIM II, Wawancara, 9 Januari 2020
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D. Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Sebagai Pengurang Pajak

Dari data yang peneliti dapat dilapangan, database NPWZ
yang dimiliki oleh muzaki secara otomatis masuk ke dalam sistem
SIMBA. SIMBA merupakan sistem informasi manajemen BAZNAS yang
digunakan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang
dimiliki oleh BAZNAS. Sampai saat ini sistem yang digunakan oleh
BAZNAS ini masih dalam tahapan perbaikan dan pengembangan untuk
menjadi yang lebih baik lagi. Muzaki yang membayarkan zakatnya via
online dapat mengakses data pembayaran zakat melalui muzaki corner.
Akan tetapi sistem yang dimiliki oleh BAZNAS masih memiliki
keterbatasan dalam hal penjangkauan data muzaki antar BAZ. Dimana
datasbase muzaki hanya berlaku di satu wilayah saja, belum bisa
terjangkau oleh BAZ di wilayah lain.

Sesuai data wawancara, jika data muzaki dalam suatu wilayah
seperti di Jawa Timur ingin dibuka di wilayah lain seperti Kalimantan
maka data tersebut tidak bisa dilihat oleh pihak BAZ yang ingin
melihatnya. Dikarenakan BAZNAS disetiap wilayah tidak dapat
mengakses database dari BAZNAS wilayah lain. Apabila muzaki sering
berpindah tempat untuk berdomisili, maka muzaki akan dibuatkan NPWZ
baru sesuai dengan kodifikasi BAZ di setiap wilayah. Sehingga

dimungkinkan muzaki akan memiliki banyak kartu NPWZ.
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Dari data penelitian dilapangan, NPWZ masih belum bisa
menggunakan sistem single identitas, karena keterbatasan sistem yang
masih belum bisa mengcover perihal identitas ganda dari satu orang
muzaki tersebut. dan juga masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah
mngenai masalah akun ganda ini.

Saat ini integrasi NPWZ dan NPWP masih belum dilakukan oleh
pemerintah. Belum ada tindak lanjut dari pemerintah dalam hal sistem
zakat dengan pajak ini.

Dilihat dari segi pihak perpajakan yakni Direktorat Jenderal
Pajak (DJP), integrasi NPWZ dan NPWP masih terlihat asing karena pada
kenyatanya masih belum ada integrasi kedua sistem ini. Namun berbeda
dengan NPWZ yang masih belum menggunakan sistem single identitas,
NPWP telah menerapkan sistem ini terlebih dahulu. Sehingga
memudahkan pengelola pajak untuk melihat database wajib pajak yang
dibutuhkan sewaktu-waktu.

Disetiap tahun wajib pajak memiliki kewajiban untuk pelaporan
tahunan dengan mengisi dan menyetorkan SPT kepada pengelola pajak.
Dalam formulir SPT terdapat kolom yang berisikan tentang besaran zakat
yang dibayarkan oleh WP muslim yang telah dibayarkan ke lembaga yang
sudah disahkan oleh pemeritah. Disaat pelaporan SPT, wajib pajak
muslim tidak diwajibkan untuk menuliskan NPWZ, hanya perlu
menuliskan besarn zakatnya dan dilanpirkan bukti setor zakatnya di

lembaga tersebut. Lain halnya NPWZ, ketika wajib pajak yang ingin
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membayarkan zaktnya di lembaga pengelola zakat, WP harus
mendaftarkan diri menjadi muzaki dengan mengisi data diri. Dalam
pengisian data diri, terdapat kolom NPWP yang harus diisi oleh muzaki.

Kebijakan pemerintah yaitu zakat sebagai pengurang
penghasilan kena pajak telah ada sudah lama. Kebijakan tersebut telah
diketahui oleh beberapa bagian muzaki, salah satu diantaranya adalah
bapak Mushofah, salah satu muzaki BAZNAS Jatim. Beliau telah
mengetahui kebijakan ini sudah lama. Beliau beberapa kali kerap
menggunakan kebijakan dari pemerintah saat pelaporan SPT tahunan,
namun terkadang beliau tidak menggunakan kebijakan tersebut.

Banyak pendapat tentang kebijakan yang telah diberikan
permerintah terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Terkait integrasi NPWZ dan NPWP masih belum ada. Salah satu
pendapat yang dapat peneliti dapat, terkait integrasi sistem ini adalah
kurang mendukung jika diberlakukan integrasi tersebut.

Integrasi antara NPWZ dan NPWP sangat dimungkinkan untuk
diterapkan saat ini. Namun semua dimulai dari pihak pemeritah pusat
untuk menindak lanjuti terkait integrasi keduanya. Perbaikan sistem perlu
dilakukan agar masing-masing sistem dapat menjadi satu kesatuan
sehingga tercipta integrasi yang sangat menguntungkan.

Alasan kenapa posisi zakat dalam mekanisme pajak masih
kurang dimanfatkan oleh banyak masyarakat salah satunya adalah karena

penempatan zakat dan pajak tidak saling menggantikan secar penuh.
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Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan neto bukan sebagai
pengurang beban atau utang pajak dianggap berdampak kurang signifkan.
Selain hal itu, tidak semua wajib pajak muslim yang membayarkan
zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat
(LAZ) namun lebih memilih untuk membayarkan zakatnya di lembaga
yang terdekat dengan tempat tinggalnya ataupun terdekat dengan tempat
kerja para wajib pajak dan kadang kala lebih memilih untuk menyalurkan
secara langsung. 8!

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib
pajak di kota Banjarmasin sesuai dengan undang-undang No.23 Tahun
2011 Pasal 22dan 23 masih belum diterapkan. Masyarakat belum terlalu
paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak
dikarenakan minimnya informasi yang di dapatnya. Masyarakat juga
belum mengetahui jika hanya zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil
Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah yang
daat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Masih banyak masyarakat
yang membayarkan zakatnya di luar lembaga resmi pemerintah.
Berkenaan dengan itu masih diperlukan sosialisasi yang lebih untuk
mejelaskan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakt
dapat menjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto dan besarnya

zakat adlah 2,5%. Hasil neto dari pengurang zakat dapat dibayarkan

8! Tsuroyya Nurtyas, ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK DI KOTA BANJARMASIN, Seminar Nasional dan Call for paper, manajemen,
akutansi dan perbankan, 2018.
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kepada DJP dengan melampirkanbukti setor zakat pada saat pelaporan

SPT tahunan.®?

Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Terkait Kesadaran Muzaki Dalam Berzakat

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya merasa, tahu,
dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat (tahu) akan
dirinya. Sedangkan kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa,
keinsafan.®?

Di Indonesia dengan adanya Undang-Undang yang mengatur
bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak disambut positif
oleh masyarakat Jawa Timur, karena mereka bisa menuaikan dua
kewajiban sekaligus yaiyu membayar zakat dan pajak tanpa saling
membebani satu sama lain. Hal ini semestinya mempengaruhi tingkat
kesadarn masyarakat untuk berzakat®*

Dalam wawancara dengan staff BAZNAS mengungkapkan
bahwa kesadaran muzaki untuk berzakat tergatung dari individu masing-
masing. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran muzaki
dalam hal berzakat. Dan untuk perihal membayarkan zakatnya, pihak

lembaga tidak dapat memaksakan kehendak muzaki untuk berzakat

82 Ibid.,

8 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga (Jakarta : Balai
Pustaka, 2007)., 1004.

84 Sri Andriani, dan Fitha Fathya, ZAKAT SEBAGI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN
PADA BADAN AMIL ZAKAT, JRAK No.1 Vol.4,2013., 15.
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dikarenakan setiap muzaki memiliki hak dan kewajiban sendiri dan antara
muzaki satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan hak dan kewajiban.
Berdasarkan wawancara dengan kedua belah pihak, BAZNAS
Jatim telah melakukan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah tentang
zakat sebagai pengurang pajak. Kanwil DJP juga telah melakukan
sosialisasi kepada WP bahwa bukti setor zakat dapat dilampirkan disaat

pelaporan SPT tahunan.



BAB IV

ANALISIS INTEGRASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT (NPWZ) DAN

NOMOR POKOK WAIJIB PAJAK (NPWP) UNTUK MENINGKATKAN

KESADARAN MUZAKI DALAM BERZAKAT

A. Sistem Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) Dalam Pembayaran Zakat

Di Indonesia zakat dikelola BAZNAS dan LAZ yang memiliki
tugas untuk mengelola zakat yang telah terkumpul. Pengelolaan yang
dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.%’

Untuk pembayaran zakat muzaki mempunyai hak untuk
menyalurkan melalui BAZNAS ataupun LAZ. Jika muzaki membayarkan
zakat melalui BAZNAS maka muzaki harus mendaftarkan diri terlebih
dahulu untuk mendapatkan NPWZ.

Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) merupakan identitas
seorang muzaki yang didapat melalui pendaftaran diri melalui sistem
SIMBA. NPWZ diterbitkan oleh BAZNAS. Muzaki dapat melakukan
registrasi online dengan membuka aplikasi SIMBA dan mengisikan data
diri sesuai yang diminta. Setelah muzaki selesai daftar online maka data
base muzaki akan terekap ke dalam sistem SIMBA. Dan muzaki dapat

langsung mencetak NPWZ 3

85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal

1

8 Abdul Haamid Hasan, Staff IT dan HUMAS BAZNAS JATIM, wawancara, 6 januari.

84
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NPWZ digunakan sebagai alat identisikasi diri disaat muzaki
melakukan transakti pembayaran zakat, maka muzaki harus
mencantumkan NPWZ nya disaat setor zakat melalui BAZNAS. NPWZ
dapat digunakan untuk melihat transaksi pembayaran zakat di bulan
ataupun tahun sebelumnya. Sehingga, jika muzaki ingin mencetak bukti
setor zakat pada tahun lalu, dengan mudah muzaki dapat mencetaknya
dengan mencantumkan NPWZ melalui muzaki corner.

Kode penomoran NPWZ memiliki aturan tersendiri yang telah
ditentukan dalam pedoman kodifikasi pengelolaan zakat nasional
berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional
KEP.018/BP/BAZNAS/1X/2012. Kode yang dipakai untuk penomoran
NPWZ disesuaikan dengan tempat BAZNAS masing-masing. Setiap
BAZNAS di beberapa wilayah memiliki kode yang berbeda. Sehingga
apabila muzaki membayarkan zakatnya dibanyak BAZ maka muzaki
tersebut akan memiliki NPWZ lebih dari satu. Dikarenakan NPWZ masih
belum menerapkan sistem satu muzaki satu identitas layaknya NPWP.
Sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut dari pemerintah terkait
sistem NPWZ yang masih belum menggunakan sistem single identitas.

NPWZ hanya bisa digunakan untuk transaksi di tempat
muzaki membuat NPWZ tersebut. Jika muzaki berpindah tempat
mebayarkan zakatnya, maka muzaki akan dibuatkan NPWZ baru. Hal ini
yang membuat kurang efektif dan efisien karena dapat menimbun kartu

NPWZ itu sendiri.
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B. Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Dalam Upaya Pengurang Pajak

Selain kewajiban sebagai kaum muslim untuk mengeluarkan
sebagian hartanya untuk berzakat, kita sebagai warga negara Indonesia
juga wajib menunaikan kewajiban pajak. Upaya pemerintah untuk
meringankan beban muzaki telah dilakukan sejak lama yakni pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang
zakat atau sumbangan keagaman yang bersifat wajib yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan Pemerintah ini menjadi
landasan pelaksanaan dari pasal 9 ayat 1 Keputusan Dirjen Pajak
No.KEP-163/PJ/2009.

Akan tetapi pada praktik di lapangan, regulasi pemerintah
tentang zakat sebagi pengurang penghasilan kena pajak belum
sepenuhnya terlaksana karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.
Seperti masih terjadinya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan
integrasi zakat dan pajak sendiri. Yang kedua manajemen pengelolaan
yang masih dalam tahapan perbaikan dan pengembagan, sehingga selalu
mengupayakan yang terbaik dalam pengelolaan zakat. Yang ketiga
kurangnya sosialisasi regulasi pemerintah tentang integrasi zakat dan
pajak. Dan dimungkinkan masih kurangnya antusias masyarakat terkait
kebijakan yang diberikan pemerintah.

Integrasi zakat dan pajak belum berjalan secara maksimal

mengakibatkan integrasi NPWZ dan NPWP masih belum terealisasikan.
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Selain itu sistem NPWZ yang masih belum menerapkan satu identitas
menjadi faktor tabahan integrasi dengan NPWP belum bisa dijalankan.

Disaat muzaki mendaftarkan diri di BAZNAS, muzaki
diminta untuk mencantumkan noomor NPWP, namun ketika muzaki
membayar pajak, ia tidak diwajibkan untuk mencantumkan NPWZ nya.
Selama ini yang diterima oleh pihak DJP hanya bukti setor zakat yang
dibayarkan melalui lembaga yang sudah disahkan pemerintah yang akan
dilampirkan muzaki saat pelaporan SPT. Namun masih banyak muzaki
yang tidak melampirkan bukti setor zakat yang telah dibayar. Mereka
memilih untuk tidak menggunakan kebijakan zakat sebagai pengurang
penghasilan kena pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 14
ayat tentang zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak jika
dibayarkan melalui lembaga zakat yang telah disahkan pemerintah telah
disosialisasikan oleh pihak BAZNAS ataupun pihak DJP. Namun masih
ada muzaki yang tidak memakai kebijakan ini dan jika dilihat fakta
dilapangan masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan
adanya kebijakan ini. [tu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
kebijakan integrasi zakat dan pajak kurang maksimal sehingga integrasi
sistem dari NPWZ dan NPWP sebagi upaya pengurangan pajak masih

belum bisa diwujudkan oleh pemerintah.
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C. Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Muzaki Dalam
Berzakat

Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang pengelolaan
zakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzaki untuk
menunaikan kewajiban berzakat dalam rangka menyucikan diri terhadap
harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatkan
keprofesionalan pengelolaan zakat.?

Kesadaran untuk membayar zakat lahir dari konsekwensi
keimanan seseorang terhadap ajaran agama Islam yang menentukan wajib
bagi setiap muslim dan juga terhadap harta yang dimilikinya sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.®

Tingkat kesadaran muzaki dalam berzakat sangat bervarian.
Banyak vaktor yang mempengaruhi kesadaran muzaki. Pada penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Wahid, dkk (2005) yang menunjukkan
hasil bahwa faktor demografi seperti umur, status perkawinan dan
pendapatan adalah signifikan mempengaruhi pembayaran zakat

penghasilan.?

87 Masnun Tahir dan Zusiana Elly, INTEGRASI ZAKAT DAN PAJK DI INDONESIA DALM
TINJAUN HUKUM OSITIF DAN HUKUM ISLAM, AL-‘ADALAH, NO.3, VOL XII, 3 Juni
2015.

8 Cucu Solihah, Aji Mulyana, Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila, 23.

8 Herfita Rizki Hasanah, dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, “ Analisis Tingkat Kesadaran
Masyrakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat ”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan,
No.7, Vol 3., 429.
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Selain faktor diatas masih banyak faktor-faktor lain yang
mempengaruhi seorang muzaki sadar akan zakat. Terkait dengan integrasi
NPWZ dan NPWP ini, kesadaran muzaki masih kurang dalam hal
menggunakan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selama ini yang kita ketahui masih banyak muzaki yang sadar
akan zakat namun belum menerapkan berdasarkan peraturan zakat yang
ada. Masih banyak muzaki yang lebih memilih untuk menyalurkan
zakatnya sendiri secara langsung daripada memilih untuk dibayarkan
melalui BAZNAS ataupun LAZ. Terlebih lagi masyarakat masih kurang
kesadaran akan kebijakan zakat dan pajak yang sudah lama ada.

Dalam wawncara yang dilakukan peneliti kepada pihak
BAZNAS, peneliti mengetahui bahwa kesadaran muzaki tidak bisa
dipaksakan. Karena setiap muzaki mempunyai tingkat kesadaran yang
berbeda-beda.

“Kembali lagi ke muzaki masing-masing mbak, karena zakat memang
wajib dan urusannya langsung bersama sang pencipta maka tanpa
kebijakan inipun orang akan tetap membayarkan zakatnya. Dan kita juga
tidak bisa memaksakan bahwa muzaki harus menggunakan fasilitas yang
ada karena itu hak masing-masing.”°

Terkait apakah muzaki membayarkan zaktnya di BAZ, LAZ ataupun
menyalurkan secara langsung kita tidak bisa untuk memaksakn hak dari
muzaki. Muzaki berhak memilih. Namun jika kita melakukan sosialisasi

terkait zakat dan terkait kebijakan yang sudah ada, maka dimungkinkan

muzaki akan sadar zakat. Sehingga kita perlu untuk melakukan

% Abdul hamid hasan, staff IT dan HUMAS BAZNAS JATIM, Wawancara, 6 Januari 2020.



90

pendekaatan agar dapat mempengaruhi muzaki untuk lebih sadar akan

kewajiban berzakat sebagai umat muslim yang taat akan syariat.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagi berikut :

1.

Bahwa NPWZ yang diterbitkan oleh BAZNAS Jawa Timur
merupakan identitas diri dari muzaki yang mebayarkan zaktnya di
BAZNAS. Sistem yang digunakan untuk merekap data NPWZ adalah
sistem SIMBA. Muzaki dapat memperoleh NPWZ melalui e-
registration yang dilakukan melalui sistem SIMBA tersebut. dan
muzaki dapat dengan mudah untuk memperoleh NPWZ, cukup hanya
dengan tiga step yakni daftar, mengisi data diri dan cetak.

Integrasi NPWZ dan NPWP dalam upanya pengurangan pajak masih
belum ada. Dikarenakan belum ada tindak lanjut dari pemerintah akan
masalah ini. Melihat sistem yang masih perlu dikembangkan dan butuh
waktu yang cukup lama untuk mengintegrasikan sehingga integrasi ini

masih belum dapat terlaksana. Ditambah lagi dengan integrasi zakat
dengan pajak masih kurang maksimal realisasinya. Sehingga untuk
mengintegrasikan sistem NPWZ dan NPWP membutuhkan waktu
yang cukup lama untuk mewujudkannya.

Masih banyak muzaki yang belum sadar akan kabijakan zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak. Maka integrasi NPWZ dan NPWP

masih belum bisa dikatakan dapat mempengaruhi kesadaran muzaki.

91
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Ditambah lagi banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat
kesadaran muzaki selain adanya integrasi ini. Seperti faktor usia,
lingkungan, status pernikahan, dan masih banyak lagi faktor yang
lain.

Namun jika integrasi NPWZ dan NPWP ini dapat terwujud maka
akan menambah antusias masyarakat muslim untuk membayarkan

zakatnya di BAZNAS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah

diuraikan diatas, maka selanjutnya ada beberapa saran yang sekiranya

dapat memberikan manfaat. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan

sebagai berikut:

1.

Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Untuk meningkatkan penerimaan zakat maka diperlukan strategi
pengelolaan zakt yang baik. Diperlukan inovasi-inovasi yang dapat
menarik muzaki untuk sadar akan zakat. Sehingga untuk kedepannya
diperlukan upanya untuk memaksimalkan penggunaan kebijakan
pemerintah dengan cara mengembangkan sistem yang digunakn dalm
pengelolaan zakat. Dan juga lebih memperluas jaringan kerjasama
dengan pengelola pajak agar dapat memaksimalkan peranan zakat dan

pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan negara.
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2. Bagi Lembaga Pengelola Pajak
Demi menaikkan penerimaan negara alangkah baik jika kita
berkerjasama untuk mewujudkannya. Jika zakat dan pajak dapat
terintegrasi maka dimungkinkan peneriman negara akan naik sehingga
dapt memajukan perekonomian negara. Demi cita-cita maka
diperlukan kerja sama antara pengelola zakat dan pajak. Diperlukan
untuk saling membantu demi kemajuan bersama. Dan alangkah
baiknya jika dari pihak DJP mensosialisasikan terkait kebijakan zakat
dan pajak keseluruh kalangan masyarakat. Dan juga mengembangkan
integrasi sistem antara zakat dan pajak yaitu salah satunya integrasi
NPWZ dan NPWP.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Dengan keterbatasan peneliti dalam menggali informasi terkait
integrasi sistem maka dianjurkan untuk penelitian selanjutnya untuk
menggali lebih dalam terkain sistem yang digunakan pada NPWZ.
Dan dianjurkan untuk menambah jumlah responden yang
diwawancarai demi menambah data agar data yang digunakan untuk

penelitian ini menjadi lebih baik.
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